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1. Latar Belakang

Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) telah berusia ± 7,5 (tujuah koma lima) tahun sejak diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2014. Qanun yang berisi 10 (sepuluh) jarimah berserta turunannya itu secara umum bermaksud untuk mendukung terwujudnya maqashidu al-syariah yang berupaya melindungi dan mengembangkan tiga tingkatan kebutuhan, yakni kebutuhan primer/dharuriyyat, sekunder/hajiyat, dan kebutuhan tersier/tahsiniyat. Kebutuhan primer dari perlindungan dan pengembangan dimaksud adalah agama (hifdhzu al-din), nyawa (hifdhzu al-nafs), akal (hifdhzu al-‘aql), keturunan (hifdhzu al-nasl), harta (hifdhzu al-mal), dan kehormatan (hifdhz al-furuj, harkat martabat, atau hak-hak asasi).
Sebagai suatu upaya, Qanun Jinayat tidak ditempatkan sebagai norma yang harus selalu berhadapan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang (UU) pidana lainnya. Faktanya, dibanding jarimah-jarimah di dalam Qanun Jinayat, sejumlah kejahatan justru lebih banyak diatur di dalam KUHP dan UU Pidana lainnya. Dengan kata lain, Qanun Jinayat sebenarnya sekadar mengisi kekosongan hukum atau sedikit mengoreksi hukum yang telah berlaku. Hanya saja, terkadang sikap itu tidak diimbangi dengan keterbukaan. Padahal, sejumlah peraturan perundang-undangan telah jauh meninggalkan Qanun Jinayat meski awalnya Qanun Jinayat itu sendiri terbilang lebih maju. Hal ini bisa dilihat dari delik-delik kekerasan seksual yang pasal perkosaannya lebih maju dibanding KUHP.
Pasca disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kekerasan seksual yang diatur oleh Qanun Jinayat dipandang tidak lagi relevan, terlebih dari perspektif korban kekerasan seksual. Impunitas pelaku perkosaan (Pasal 55 Ayat (2)) menjadi salah satu masalah yang paling disorot. Pasalnya, jika pelaku menyangkal suatu dakwaan dengan bersumpah, maka pelaku akan dibebaskan dari tuduhan. Jika sumpah itu telah didahului oleh suatu proses penyelidikan dan penyidikan yang memadai, tentu tidak jadi soal. Faktanya, alih-alih menyelidiki, beban pembuktian justru dibebankan pula kepada korban (Pasal 52). Padahal, bagi korban, mengaku telah diperkosa saja sangat berat, apalagi setelah mengaku, korban dicurigai sebagai penuduh yang harus membawa alat bukti.

Ketika perkara tersebut tidak terbukti, celah korban akan dituntut dengan pasal qadzaf juga terbuka. Jika pun korban dapat menghindar dengan sumpah, Qanun tidak menutup celah dituntutnya korban dalam perkara pencemaran nama baik. Setidaknya, dalam kasus pencemaran nama baik, sumpah korban dapat diabaikan begitu saja karena sumpah sama sekali bukan bukti dalam hukum acara pidana. Andaipun korban tidak dituntut, keadilan dan kemanfaatan hukum nyaris tidak akan dirasakannya. Di sini, hukum hanya memberi kepastian bahwa jika bukan salah satu dari keduanya (termasuk korban) dipidana, maka kedua-duanya akan dibebaskan (Pasal 56). Tidak hanya itu, dikenalnya ‘uqubat cambuk dalam Qanun Jinayat akan menjadi masalah baru bagi korban. Korban yang baru mengalami kekerasan seksual berpeluang bertemu korban dalam waktu yang relatif singkat.

Upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual juga kerap dipahami sebatas diatur dalam Qanun Jinayat dan dimungkinkan menurut hukum acaranya. Karenanya, dari sekian perkara kekerasan seksual, hanya perkosaan yang diberikan hak restitusi kepada korban. Itu pun hanya hak restitusi, sementara korban kekerasan seksual membutuhkan hak-hak lainnya, mulai dari hak-hak dalam penanganan, pelindungan, hingga hak atas pemulihan. Restitusi sendiri merupakan bagian dari hak pemulihan. Penerapan Qanun Jinayat ini secara apa adanya akan memutus akses korban dari berbagai hak yang oleh Qanun belum atau bahkan tidak dipikirkan sama sekali (selain hak restitusi dalam perkara perkosaan). 
Angka kekerasan seksual sejak tahun 2017 – 2021 juga tergolong  tinggi. Dari dua bentuk kekerasan seksual saja, yakni perkosaan dan pelecehan seksual diperoleh angka 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) kasus. Itu artinya, 26% lebih masalah jinayat (1.497 kasus) disumbang oleh jarimah perkosaan dan pelecehan seksual. Angka ini tentu lebih besar lagi jika digabungkan dengan bentuk kekerasan seksual lain yang ada dalam Qanun Jinayat, apalagi jika semua angka kekerasan seksual itu disatukan. Di samping itu, anggapan bahwa Qanun Jinayat terpisah dari KUHP dan UU Pidana lainnya telah memperparah penerapan Qanun Jinayat. Sebagai contoh, karena Qanun tidak mengatur tentang percobaan perkosaan, maka suatu perkara justru akan dialihkan ke jarimah lain seperti pelecehan seksual. Sejumlah masalah di atas menjadi dasar mengapa kertas posisi ini layak diajukan. 
2. Maksud dan Tujuan

Kertas posisi ini bermaksud memberi masukan kepada Pemerintah Aceh dalam upaya merevisi Qanun Jinayat agar hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual semakin terlindungi. Maksud tersebut diturunkan ke dalam dua tujuan:

· memberi pijakan atau dasar terhadap pentingnya perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual; dan

· menjelaskan upaya apa yang semestinya dilakukan dalam melindungi hak-hak korban kekerasan seksual tersebut.
3. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam kertas posisi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-perundangan (statutory approache) dan konsep (conceptual approache). Alasannya tidak lain karena yang sedang diobjektifikasi adalah Qanun Jinayat sebagai bagian dari simstem hukum di Indonesia. Meski Aceh disebut sebagai daerah khusus dan istimewa, pelaksanaan syariat Islam di Aceh mesti sejalan dengan kaidah, prinsip atau asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia.
PEMBAHASAN

Mengacu pada latar belakang dalam kertas posisi ini, ada banyak masalah dan kendala yang akan dihadapi jika Qanun Jinayat yang sekarang ini tidak direvisi. Khususnya dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual, alasan merevisi Qanun Jinayat akan semakin terang. Masalahnya, Qanun Jinayat mengalami banyak kendala jika dihadapkan pada kekerasan seksual ini. Secara hukum, masalah-masalah dimaksud tercermin dalam penjelasan berikut: 
1. Sempitnya Ruang Lingkup Kekerasan Seksual dalam Qanun Jinayat
Qanun Jinayat dalam masalah ini sepertinya mengacu pada Kitab Undang Undang  Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur kekerasan seksual dalam lingkup yang relatif terbatas. Jika dibandingkan, Qanun Jinayat memang melakukan perluasan di satu sisi, namun sebenarnya juga menyederhanakan berbagai perbuatan ke dalam dua jarimah saja, yakni perkosaan dan pelecehan seksual. Perkosaan adalah bagian yang dianggap lebih maju dari KUHP kala itu karena memperluas definisi perkosaan tidak melulu soal penetrasi kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, melainkan juga penggunaan alat lainnya dan dapat saja dilakukan ke tempat lain seperti mulut dan dubur. Jelasnya Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat itu mendefinisikan perkosaan sebagai “hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.” 

Berdasarkan definisi di atas, laki-laki juga mungkin menjadi korban menurut Qanun Jinayat—suatu hal yang sukar diterima dalam alam pikiran patriarki. Sedangkan KUHP peninggalan Belanda tidak demikian adanya. Laki-laki dalam konteks perkosaan mesti menjadi pelaku yang secara nyata menutup mata terhadap fakta bahwa laki-laki juga kerap menjadi korban perkosaan. Sementara cara melakukannya juga terbatas hanya dalam konteks hubungan badan yang sekarang dianggap ketinggalan zaman. 
Sementara pelecehan seksual oleh Qanun Jinayat sejatinya melingkupi beberapa perbuatan di dalam KUHP seperti perbuatan cabul dan pelanggaran susila, baik di depan umum maupun terhadap orang lain, kepada perempuan maupun kepada laki-laki sebagai korban. Dua jarimah tersebut dibedakan oleh garis tegas bahwa pelecehan seksual tidak sampai pada memasukkan sesuatu ke faraj, dubur, atau mulut korban. Sedangkan persamaan keduanya terletak pada tiadanya kerelaan korban dalam hubungan tersebut. Atas dasar kesamaan itulah kemudian dapat dipahami bahwa hanya perkosaan dan pelecehan seksuallah yang merupakan kekerasan seksual menurut Qanun Jinayat. Padahal dua jarimah tersebut sejatinya hanya bagian kecil 19 (sembilan belas) bentuk kekerasan seksual menurut UU TPKS. Semua bentuk kekerasan seksual itu meliputi kekerasan yang diatur dalam UU TPKS dan UU lain sepanjang ditentukan dalam UU TPKS sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Parahnya, definisi yang sempit ini bahkan dipersempit lagi dengan tidak menerapkan prinsip “percobaan” dalam perkosaan maupun pelecehan seksual.
2. Qanun Gagal Memahami Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Tiadanya kerelaan atau karena unsur paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan tidak berlaku dalam  kasus yang korbannya adalah anak. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan tegas menjadikan segala bentuk hubungan seksual terhadap anak sebagai bentuk kekerasan seksual (Pasal 4 Ayat (2) huruf c). Dengan begitu, seharusnya tidak hanya perkosaan dan pelecehan seksual, zina dengan anak (Pasal 34), ikhtilath dengan anak di atas 10 tahun (Pasal 26), liwath dengan anak (Pasal 63 Ayat (3)), dan musahaqah dengan anak (Pasal 64 Ayat (3)) mesti ditambah dalam daftar bentuk kekerasan seksual yang diatur oleh qanun. Hanya saja tiga jarimah terakhir belum dirumuskan secara memadai dan cenderung dipahami sebagai bukan kekerasan. 
Adapun masalah mendasar dari keempat jarimah di atas adalah konstruksinya yang merupakan pengembangan dari jarimah ikhtilath, zina, liwath, dan musahaqah. Dipandang bermasalah karena jarimah-jarimah tersebut lebih bernuansa “kerelaan dan saling suka” ketimbang suatu bentuk kekerasan seksual. Artinya, filosofi yang terbangun, baik perumusan jarimah maupun ‘uqubatnya adalah pelarangan perbuatan, bukan tentang diserangnya kehormatan atau diri korban. Korban dalam keempat perbuatan ini malah tidak dianggap sebagai korban. Itu sebabnya tidak ada norma yang dapat digunakan sekiranya korban menginginkan pemulihan, restitusi, maupun bentuk-bentuk pelindungan dan pemenuhan hak-hak lainnya. Korban justru terancam dengan kemungkinan kembalinya pelaku ke masyarakat dalam waktu yang relatif singkat akibat dari penjatuhan ‘uqubat cambuk (tanpa proses rehabilitasi). Ibarat kata, korban yang jatuh harus tertimpa tangga berkali-kali. Konon, untuk jarimah ikhtilath dan zina dengan anak sebagaimana dimaksud malah berpotensi melahirkan kekerasan seksual baru, yakni pemaksaan perkawinan.
3. Pembebanan Bukti pada Korban

Kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang menimbulkan korban tidaklah patut disamakan dengan zina yang tidak mengenal adanya korban. Logika bahwa seorang korban hendak menuduh pelaku kekerasan sangat sulit diterima. Di sini korban menuntut keadilan atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku pada dirinya, bukan karena suatu keadaan yang tidak menimpa dirinya sama sekali, atau suatu hubungan yang diawali oleh rasa saling suka. Seseorang yang menuduh orang lain telah berzina sangat mungkin bersifat tuduhan, sedangkan dalam perkosaan, apakah ada seseorang yang mau mengaku telah diperkosa hanya untuk menuduh seseorang sebagai pemerkosa? Tapi, logika ini masuk ke dalam rumusan jarimah perkosaan. Seseorang yang mengaku telah diperkosa dan karenanya mengadukan kasus tersebut kepada kepolisian dituntut untuk menyertakan alat bukti permulaan (Pasal 52Ayat (1)). Bahkan jarimah laporan yang diajukan korban dianggap sebagai pengaduan oleh Qanun. Hal ini malah menimbulkan kesan bahwa perkosaan memang cenderung identik dengan perzinaan.
Selayaknya proses pembuktian seharusnya menjadi kewajiban penyelidik, penyidik, dan kemudian penuntut umum ketika perkara itu telah diajukan ke meja sidang. Pembuktian tidak boleh dibebankan kepada korban bahkan dengan opsi bersedia disumpah sekalipun. Memberikan beban pembuktian kepada korban adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian untuk pemenuhan hak-hak korban. Andaipun dianggap mustahil mengungkap kasus tanpa bukti permulaan dari korban, semestinya Qanun mengakui keterangan keterangan saksi dan/atau korban yang ditambah dengan salah satu alat bukti sah lainnya (termasuk rekam medis dan alat bukti lain berupa informasi elektronik).
4. Sumpah dan Impunitas Pelaku Perkosaan
Pelaku dalam kekerasan seksual, khususnya perkosaan menurut Qanun Jinayat dapat berhak membela diri, dan pasti akan ia lakukan. Masalahnya bukan pada hak pembelaan diri, melainkan adanya impunitas bagi pelaku jika perkara ini hanya didukung oleh sumpah. Pasal 56 Qanun Jinayat menyebutkan, “Apabila keduanya melakukan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, maka keduanya dibebaskan dari ‘uqubat”. Datanya bahkan menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan dan pelecehan seksual, Mahkamah Syar’iyyah tercatat telah 8 (delapan) kali membebaskan pelaku. 

	No
	Jarimah
	Tahun (Jumlah Kasus)

	
	
	Tingkat Pertama
	Tingkat Banding

	
	
	2020
	2021
	2022
	2020
	2021
	2022

	1
	Pemerkosaan
	
	2
	2
	
	2
	

	2
	Pelecehan Seksual
	1
	
	1
	
	
	


Tabel 1: Data Putusan Bebas Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Pada Tingkat Banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syariah Se Aceh Tahun 2020-2022.
Dari segi hukum, pembebasan di atas dapat terjadi Qanun Jinayat terkesan tidak memberi peluang terhadap berlakunya norma lain. Hal ini misalnya berlaku dalam definisi saksi yang diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, namun tidak digunakan dalam penanganan perkara jinayat. Padahal, saksi menurut putusan a quo juga meliputi keterangan orang yang tidak harus melihat, mengetahui dan mengalami suatu peristiwa secara langsung. Misalnya yang terjadi dalam kasus nomor putusan 22/JN/2021/MS Aceh yang menyebutkan bahwa keterangan anak usia lima tahun yang menjadi korban perkosaan yang berubah-ubah dijadikan alasan untuk membebaskan pelaku. Kiranya hal ini diakibatkan oleh penerapan Pasal 72 Qanun Jinayat yang tidak tepat. Pasal itu seolah menegasikan aturan lain, padahal, jika pun dapat menegasikan, Pasal 72 itu hanya menegasikan ketentuan jarimah dan ‘uqubat, bukan semua aspek dari hukum pidana. Maka tidak heran jika terdapat sejumlah putusan yang membebaskan pelaku kekerasan seksual, suatu keadaan yang bertolak belakang dari tujuan syariat.
Terkait sumpah itu sendiri, antara Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat sama sekali tidak sejalan mengingat Qanun Jinayat mengonstruksikan sumpah sebagai alat bukti sementara Qanun Acara Jinayat tidak mengenal alat bukti sumpah itu. Yang tepat di antara keduanya tentu Qanun Acara Jinayat mengingat bahwa sumpah tidak mampu menjelaskan suatu keadaan apa pun layaknya suatu alat bukti. Lagi pula, alat bukti merupakan bagian dari hukum acara yang sepatutnya diatur di dalam hukum formil (acara), yaitu Qanun Acara Jinayat. Itu sebabnya, sekiranya korban telah bersumpah dan pelaku tidak bersumpah, pertanyaan yang akan muncul kemudian, bagaimana Hakim dapat menjatuhkan putusan bersalah bagi terdakwa tanpa dua alat bukti yang sah? 
Jika dicermati, Qanun Jinayat sebenarnya tidak sekadar mengizinkan pembebasan pelaku dari jerat hukum karena sumpah,  ia juga memungkinkan pelaku dijerat karena alasan tidak mau bersumpah. Bahkan sekiranya sumpah itu dihubungkan dengan pengakuan, maka berdasarkan Pasal 187 Ayat (4) Qanun Acara Jinayat terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena pengakuan saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa/pelaku bersalah. Bisa dikatakan, sumpah yang diajukan oleh korban sama sekali tidak menjamin pelaku dapat dijerat. Konstruksi jarimah perkosaan yang demikian memang telah salah sejak awal karena perspektifnya masih terikat oleh/dengan jarimah lain, yaitu zina meski dirumuskan dalam pasal yang berbeda dari zina.
5. Angka Kekerasan Seksual di Aceh Tergolong Tinggi
Sebagaimana telah disinggung di awal, angka kekerasan seksual di Aceh tergolong tinggi. Dari 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) perkara, 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) atau 26% berasal dari dua jarimah saja. Angka ini akan bertambah sekiranya zina dengan anak (Pasal 34), ikhtilath dengan anak di atas 10 tahun (Pasal 26), liwath dengan anak (Pasal 63 Ayat (3)), dan musahaqah dengan anak (Pasal 64 Ayat (3)) ikut dihitung. Artinya, Qanun Jinayat belum mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual di Aceh dan tentunya belum mampu menurunkan angka kekerasan seksual tersebut ke angka yang relatif wajar. Data berikut menjelaskan bagaimana pelanggaran terhadap Qanun Jinayat (termasuk kekerasan seksual) itu terjadi di Aceh sejak 2017 hingga 2021:
	No
	Jenis Pelanggaran
	Kasus
	Total

	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	

	1
	Maisir
	123
	123
	83
	65
	194
	588

	2
	Khalwat
	25
	18
	9
	7
	10
	69

	3
	Ikhtilat
	59
	43
	84
	39
	46
	271

	4
	Zina
	26
	33
	32
	49
	51
	191

	5
	Pelecehan Seksual
	26
	43
	16
	41
	36
	162

	6
	Pemerkosaan
	9
	18
	21
	49
	115
	212

	7
	Liwath
	-
	1
	-
	1
	2
	4

	Jumlah kasus
	268
	279
	245
	251
	454
	1.497


Tabel 2: Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah sejak Tahun 2017 – 2021. 
Angka di atas menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual melalui penegakan Qanun Jinayat masih menyisakan sejumlah masalah. Fakta ini sangat mengkhawatirkan bagi anak dan perempuan yang rentan menjadi korban. Secara hukum, memang ‘uqubat bagi perkosaan lebih tinggi dibanding dengan KUHP, namun untuk kasus pelecehan seksual justru lebih rendah dibandingkan dengan pasal percabulan. Selain itu, pilihan ‘uqubat cambuk boleh jadi menyumbang tingginya angka kekerasan seksual ini mengingat cambuk dilakukan dalam waktu yang singkat. Pilihan ‘uqubat cambuk juga berarti upaya resosialisasi (pemasyarakatan) yang menjadi tempat dibinanya para narapidana ditiadakan (kecuali pidana tambahan dijatuhkan). Bagaimanapun, angka di atas menunjukkan bahwa Qanun Jinayat belum mampu memberi rasa aman bagi anak dan perempuan, bahkan bagi mereka yang telah menjadi korban. 
6. Tidak Ada Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum untuk Korban
Bagi korban, pilihan pidana terhadap pelaku sangatlah penting. Jika pidana yang dipilih justru akan mempertemukan kembali korban dengan pelaku, tentu korban akan bertambah trauma. Faktanya memang ‘uqubat cambuk pula yang kerap dipilih dalam perkara-perkara kekerasan seksual. Selain itu, Qanun Jinayat juga memungkinkan pelaku dijatuhi pidana denda (Pasal 48). Jika pidana denda itu yang dipilih, negara justru mengambil manfaat dari kejahatan seksual warganya. Alih-alih melindungi korban, negara justru memanfaatkan denda untuk mendapat pemasukan dari pelaku. Itu sebabnya, melalui KUHP baru, untuk kejahatan seperti perkosaan ini, satu-satunya pilihan pidana adalah penjara. Ini tentu lebih memberi kepastian bagi korban. 
Ketidakpastian pidana ini juga akan berdampak pada keadilan. Sulit untuk diterima bahwa korban perkosaan akan merasa adil sekiranya pelaku dijatuhi denda, atau pelaku dicambuk yang selesai dalam hitungan menit. Rasa sakit dan seluruh dampak dari perkosaan tidak akan sebanding dengan ‘uqubat semacam itu. Keseimbangan antara derita yang dialami korban, meski tujuan pidana tidak lagi berupa pembalasan, setidaknya memberi efek jera dan mampu mencegah pelaku dari pengulangan kejahatan. Lagi pula, cambuk dalam hal ini bukanlah ketentuan yang dinalar sebagai ibadah/ketaatan.

Di samping keadilan, pemidanaan harus pula memberi manfaat bagi korban. Dari beberapa jarimah kekerasan seksual dalam Qanun Jinayat, hanya perkosaan yang sedikit banyaknya memperhatikan aspek kemanfaatan bagi korban melalui restitusi.  Itu pun dilakukan atas pengajuan dari korban, bukan sesuatu yang bersifat serta merta. Bayangkan sekiranya korban tidak mengerti hak  restitusi dalam perkara ini, maka korban tidak akan menerima manfaat apa-apa dari perkosaan yang menimpanya. Sebaliknya, melalui UU TPKS, seluruh hak-hak korban dijamin oleh negara tanpa melihat bentuk kekerasan seksual apa yang terjadi. Penanganan yang komprehensif bagi perkara-perkara kekerasan seksual mustahil dilakukan jika penegak hukum hanya mengandalkan Qanun Jinayat. 
Terakhir, melalui pengaturan kekerasan seksual yang tidak tepat seperti penjelasan di atas, maka kekerasan seksual yang sama berpotensi terulang kembali. Bahkan, jarimah zina dengan anak, dan ikhtilath dengan anak akan menimbulkan kasus kekerasan seksual baru karena Qanun memposisikan jarimah tersebut layaknya “aib” dan menyamakannya dengan zina, ikhtilath, liwath, dan musahaqah yang notabenenya hanyalah perbuatan yang dilakukan tanpa unsur kekerasan. Tentu, melalui perspektif yang benar dan pengaturan yang lebih baik atas kekerasan seksual, Qanun Jinayat sepatutnya diubah dengan lebih mementingkan perlindungan atas hak-hak korban.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka teranglah bahwa perspektif kekerasan seksual dan hak-hak korban dalam kekerasan seksual dalam Qanun Jinayat sangat tidak memadai. Bahkan, jika dibandingkan, keberpihakan pada hak-hak pelaku terbilang lebih diperhatikan. Korban kekerasan seksual menurut Qanun tidak terlalu penting yang karenanya dianggap telah cukup dengan hak restitusi yang dapat diajukan oleh korban khusus dalam perkara perkosaan. Jika dirangkum, kegagalan Qanun Jinayat itu dapat terlihat dari sempitnya ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur, perspektif kekerasan seksual yang gagal dibangun, keliru dalam pembebanan pembuktian, penempatan sumpah sebagai alat bukti yang dapat digunakan pelaku untuk membela diri (berdampak pada impunitas pelaku), secara faktual kekerasan seksual sangat tinggi di Aceh, dan tidak adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban dalam hukum yang demikian. Ke semua hal ini dapat diikat dalam satu pernyataan bahwa “Qanun Jinayat tidak memiliki perspektif perlindungan bagi (hak-hak) korban kekerasan seksual”. Padahal, perlindungan korban ini sangat penting bagi Aceh mengingat kekerasan seksual itu sendiri pernah menjadi momok paling menakutkan bagi banyak perempuan di masa konflik dan perang.
2. Rekomendasi
Sebagai bagian dari gerakan yang telah lama bergelut dalam isu perempuan, melalui kertas posisi ini direkomendasikan beberapa hal berikut:
· Agar masyarakat dan korban kekerasan lebih terlindungi dari ancaman dan dampak kekerasan seksual, sejumlah pasal di dalam Qanun Jinayat mesti dicabut. Pasal-pasal dimaksud berkenaan dengan ikhtilath dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun (Pasal 26), pelecehan seksual (Pasal 46 dan 47), zina dengan anak (Pasal 34), perkosaan (Pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, dan 56), liwath dengan anak (Pasal 63 Ayat (3), dan musahaqah dengan anak (Pasal 64 Ayat (3)). Sebagai gantinya, KUHP dan UU TPKS sepenuhnya diterapkan untuk menangani perkara kekerasan seksual di Aceh yang merupakan bagian dari wilayah NKRI.
· Sekiranya hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak sukar diterima sebagai bentuk kekerasan seksual karena usia anak dipandang terlalu tinggi, dan karena jarimah ikhtilath dengan anak di atas 10 (sepuluh) tahun, liwath dengan anak, dan musahaqah dengan anak dianggap perlu dipertahankan, maka perlu dirumuskan ulang (berbasis penelitian) berapa batas usia anak yang mesti dianggap korban dalam jarimah-jarimah tersebut untuk kemudian jarimah ini bisa dipertahankan dengan perbaikan. Sementara pelecehan seksual dan perkosaan seyogyanya tetap harus dicabut karena eksistensinya sebagai bentuk kekerasan seksual tidak terbantahkan.
· Terakhir, jika revisi Qanun Jinayat mengharamkan pencabutan pasal, langkah terakhir yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan merevisi sejumlah pasal di atas dan menyesuaikannya dengan KUHP dan UU TPKS serta menambah satu pasal atau ayat di antara Pasal 72 yang menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual yang diatur di dalam UU TPKS berlaku dalam penanganan jarimah perkosaan, pelecehan seksual, zina dengan anak, ikhtilath dengan anak, liwath dengan anak, dan musahaqah dengan anak. Di samping itu, mesti telah diatur di dalam KUHP, namun nyatanya ada kekeliruan dalam memahami dan melaksanakan perintah Qanun Jinayat, maka perlu ditambah satu pasal atau ayat di bawah Pasal 2 yang menegaskan bahwa asas-asas dalam BUKU I KUHP berlaku bagi penerapan Qanun Jinayat sepanjang ditentukan lain dalam Qanun Jinayat. Hanya saja, opsi kedua dan ketiga semestinya diperkuat oleh UUPA sebab penegasian menurut hukum haruslah dilakukan oleh norma yang hierarkinya setara, bukan oleh Qanun yang sejatinya hanya selevel Peraturan Daerah.
